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Berdasarkan perkara cerai talak yang telah diputus oleh Majelis Hakim
adalah suami dibebankan untuk membayar kepada bekas istri berupa hak nafkah
iddah, mut’ah dan madliyah. Namun, masih ada bekas suami yang tidak
memberikan hak-hak yang sudah seharusnya didapatkan oleh bekas istri setelah
terjadinya perceraian. Sehingga menyebabkan bekas istri mengajukan hak-haknya
ke Pengadilan Agama. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
diterbitkan sebagai respons terhadap kerentanan dan ketidaksetaraan yang
seringkali dihadapi perempuan dalam sistem peradilan. Dengan adanya pedoman
ini, diharapkan hakim dan aparat penegak hukum lainnya dapat lebih memahami
dan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam setiap tahapan proses
peradilan, sehingga mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan.

Rumusan dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pandangan hakim
dalam perlindungan hak-hak bekas istri sebelum dan sesudah diberlakukannya
Perma Nomor 3 Tahun 2017? 2). Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus
perkara hak-hak bekas istri dalam putusan Nomor 1074/Pdt.G/2022/PA.Kab.MIg?
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui
pandangan hakim dalam perlindungan hak-hak bekas istri sebelum dan sesudah
diberlakukannya Perma Nomor 3 Tahun 2017. 2). Untuk mengetahui pertimbangan
hakim dalam menetapkan perkara hak-hak bekas istri dalam putusan Nomor
1074/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan
dengan pendekatan normatif-empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini berupa wawancara, dokumentasi dan penelaah dokumen atau
kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif-analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Sebelum diberlakukannya
PERMA Nomor 3 Tahun 2017, hak-hak bekas istri dalam perkara cerai talak dan
cerai gugat belum terjamin dan sulit untuk didapatkan. Namun, setelah
diberlakukannya PERMA tersebut, hak-hak bekas istri dapat lebih mudah
didapatkan melalui proses persidangan dan pengajuan rekonvensi atau penarikan
dalam gugatan perceraian. Dengan demikian, PERMA Nomor 3 Tahun 2017
memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak bekas istri dalam perkara
cerai talak dan cerai gugat. 2). Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian
mempertimbangkan hak-hak bekas istri berdasarkan Pasal 41 C Undang-Undang
Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149. Sementara itu,
PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dapat dibenarkan melalui pendekatan maslahah
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mursalah karena mengandung kemaslahatan yang nyata, seperti menghilangkan
mafsadah, mewujudkan keadilan, dan memelihara hak asasi manusia.
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ABSTRACT
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Kab.Mlg), Islamic Family Law Study Program, Sayyid Ali Rahmatullah State
Islamic University Tulungagung, 2025, Supervisor: Dr. Munir, M.Hum.
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Based on the divorce case of talag that has been decided by the Panel of
Judges, the husband is charged to pay to the ex-wife in the form of iddah, mut'ah
and madliyah maintenance rights. However, there are still ex-husbands who do not
give the rights that should have been obtained by the ex-wife after the divorce. So
that caused the ex-wife to submit her rights to the Religious Court. Supreme Court
Regulation (PERMA) Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating
Women's Cases in Front of the Law was issued in response to the vulnerabilities
and inequities that women often face in the judicial system. With this guideline, it
is hoped that judges and other law enforcement officials can better understand and
apply the principles of gender equality in every stage of the judicial process, thereby
realizing substantive justice for women.

The formulation in this study is: 1). What is the judge's view on the
protection of the rights of ex-wives before and after the enactment of Perma
Number 3 of 2017? 2). What is the judge's consideration in determining the rights
of ex-wives in decision Number 1074/Pdt.G/2022/PA. "Kab.mlg? The objectives
of this study are: 1). To find out the views of judges in the protection of the rights
of ex-wives before and after the enactment of Perma Number 3 of 2017. 2). To find
out the judge's consideration in determining the case of the rights of ex-wives in
decision Number 1074/Pdt.G/2022/PA. Kab.Mlg.

The research method used by the researcher is a qualitative method and with
a normative-empirical approach. The data collection techniques used in this study
are in the form of interviews, documentation and document or literature review.
The data analysis method used in this study is descriptive-analytical.

The results of this study show that: 1). Prior to the enactment of PERMA
Number 3 0f 2017, the rights of ex-wives in talag divorce and lawsuit divorce cases
were not guaranteed and difficult to obtain. However, after the enactment of the
PERMA, the rights of ex-wives can be more easily obtained through the trial
process and the filing of a reconvention or withdrawal in a divorce lawsuit. Thus,
PERMA Number 3 of 2017 provides better protection for the rights of ex-wives in
cases of divorce and divorce. 2). The Panel of Judges in deciding divorce cases
considers the rights of ex-wives based on Article 41 C of the Marriage Law of 1974
and the Compilation of Islamic Law Article 149. Meanwhile, PERMA Number 3
of 2017 can be justified through the maslahah mursalah approach because it
contains real benefits, such as eliminating mafsadah, realizing justice, and
maintaining human rights.
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